


	
		×
		

	






    
        
            
                
                    
                        
                    
                

                
                    
                        
                            
                            
                        

                    

                

                
                    
                                                    Log in
                            Upload File
                                            

                

            


            	Most Popular
	Study
	Business
	Design
	Technology
	Travel
	Explore all categories


        

    





    
        
            
                
                    
                

                

                    
                        laporan kinerja instansi pemerintahweb.puprbadung.com/dokumen/lakip tahun 2018.pdflaporan kinerja...

                    


                    
                        
                            	Home
	Documents
	LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHweb.puprbadung.com/dokumen/LAKIP TAHUN 2018.pdflaporan kinerja instansi pemerintah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang lkjip tahun 2018 mangupura,


                        

                    


                    




    
        
            
                
                    
                        

                        
                        
                    

                    
                        
						1

48
                        
                    

                    
                        
                        100%
Actual Size
Fit Width
Fit Height
Fit Page
Automatic


                        
                    

					
                

            


            
                
                    
                    
                    
                

                
                    

                    

                    
                        
                         Match case
                         Limit results 1 per page
                        

                        
                        

                    

                

            

            
									
    
        
        

        

        

        
        
            LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG LKjIP TAHUN 2018 Mangupura, Pebruari 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG 
        

        
    






				            

        

    









                    
                        
							Upload: hoangcong
                            Post on 05-Jun-2019

                            221 views

                        

                        
                            Category:
 Documents


                            0 download

                        

                    


                    
                        
                            Report
                        

                                                
                            	
                                    Download
                                


                        

                                            


                    
                        
                        
                            
                                    
Facebook

                        

                        
                        
                            
                                    
Twitter

                        

                        
                        
                            
                                    
E-Mail

                        

                        
                        
                            
                                    
LinkedIn

                        

                        
                        
                            
                                    
Pinterest

                        
                    


                    
                

                

                    
                    
                        Embed Size (px):
                            344 x 292
429 x 357
514 x 422
599 x 487


                        

                    

                    

                    

                    
                                        
                        TRANSCRIPT

                        Page 1
                        
                        

LKjIP DPUPR Kabupaten Badung Tahun 2018 i
 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 LKjIP TAHUN 2018
 Mangupura, Pebruari 2019
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN BADUNG

Page 2
                        
                        

LKjIP DPUPR Kabupaten Badung Tahun 2018 ii
 KATA PENGANTAR
 uji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan
 rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan
 Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung ini dapat tersusun. Laporan Kinerja
 Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung
 Tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Tahun 2018
 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan
 Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50
 Tahun 2014, maka LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung
 ini hanya melaporkan pencapian kinerja terhadap perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum
 dan Penataan Ruang yang urusannya menjadi urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan
 Ruang.
 Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai
 dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.
 Keberhasilan pada tahun 2018 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas
 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung di tahun 2019.
 Mangupura, Pebruari 2019
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Badung
 Ida Bagus Surya Suamba,ST,MT.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720916 199703 1 004
 P
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LKjIP DPUPR Kabupaten Badung Tahun 2018 iii
 IKHTISAR EKSEKUTIF
 aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan
 Ruang Kabupaten Badung Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas
 pencapaian kinerja dari Penetapan Kinerja Tahun 2018 terhadap urusan wajib
 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan
 penjelasan mengenai kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018 sesuai visi dan misi
 Bupati Badung yang tertuangkan dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 yakni Memperkuat
 daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah,
 maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sesuai Rencana
 Strategis;
 Dengan sasaran :
 1. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata
 2. Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan ketahanan air
 3. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur pelayanan publik
 4. Meningkatnya infrastruktur dasar wilayah
 5. Meningkatnya kualitas layanan sanitasi
 6. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan tata ruang berwawasan
 lingkungan
 7. Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi
 8. Meningkatnya ketersediaan lampu penerangan jalan (LPJ) berkondisi baik.
 9. Terwujudnya tata kelola perkantoran yang efektif, efisien dan akuntabel
 L
 Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah
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LKjIP DPUPR Kabupaten Badung Tahun 2018 iv
 Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan indikator dengan capaian seperti dalam
 tabel berikut :
 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing
 pariwisata
 IKU Target Realisasi Capaian
 Tingkat Konektivitas
 Pendukung Pariwisata
 40,00 %
 30,50 %
 76,25 %
 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan ketahanan air
 IKU Target Realisasi Capaian
 Tingkat Dukungan
 Ketersediaan Air Irigasi
 untuk Pertanian Rakyat
 99,17 %
 99,20 % 100,03 %
 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur pelayanan publik
 IKU Target Realisasi Capaian
 Tingkat Layanan
 Infrastruktur Pendidikan
 Tingkat Layanan Infrastruktur Kesehatan
 82,00%
 88,00 %
 85,00 %
 90,00 %
 103,66 %
 102,27 %
 Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya infrastruktur dasar wilayah
 IKU Target Realisasi Capaian
 Persentase Jalan Kabupaten berkondisi baik
 Persentase Jaringan Irigasi berkondisi baik
 98,00 %
 96,83 %
 94,712 %
 95,88 %
 96,645 %
 99,02 %
 Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas layanan sanitasi
 IKU Target Realisasi Capaian
 Persentase Peningkatan
 Penyehatan Lingkungan
 dan Sanitasi
 96,78 %
 88,71 % 91,66 %
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LKjIP DPUPR Kabupaten Badung Tahun 2018 v
 Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan tata ruang
 berwawasan lingkungan
 IKU Target Realisasi Capaian
 Persentase terwujudnya
 Penataan Ruang Wilayah
 Kabupaten Badung
 73,33 %
 76,482 % 104,30 %
 Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi
 IKU Target Realisasi Capaian
 Persentase Peningkatan Layanan Jasa Konsruksi
 Tingkat Kabupaten
 30,00 %
 30,00 % 100,00 %
 Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya ketersediaan lampu penerangan jalan (LPJ) berkondisi
 baik
 IKU Target Realisasi Capaian
 Persentase Pengadaan dan Pemasangan Lampu
 Penerangan Jalan di
 Kabupaten Badung
 69,56 %
 65,25 % 93,80 %
 Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya tata kelola perkantoran yang efektif, efisien dan
 akuntabel
 IKU Target Realisasi Capaian
 Tingkat Penyelesaian
 Administrasi Keuangan
 dan Pelaporan
 100,00 %
 93,16 %
 93,16 %
 Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata
 diupayakan melalui penambahan konektivitas atau pembangunan jalan strategis ke tempat-
 tempat pariwisata khususnya di wilayah Kuta sebagai ikon pariwisata Bali. Untuk tahun
 2018 ini telah dilaksanakan penyusunan Feasibility Studi untuk pembangunan jalan lingkar
 Badung Selatan dan tahap pembebasan lahan.
 Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018
 dilaksanakan melalui Program Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan
 Jebatan berupa 188 paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 397.597.936.732,05
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 telah mampu meningkatkan dan mempertahankan kondisi jalan di Kabupaten Badung
 100 % berkondisi mantap.
 Pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Badung dilaksanakan melalui program
 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan pagu anggaran sebesar Rp.
 160.813.753.107,43 untuk menangani 176 paket kegiatan telah mampu meningkatkan
 saluran irigasi yang ada di Kabupaten Badung sepanjang 742,87 km di tahun 2018 dengan
 kondisi baik sebesar 95,88 %
 Penyediaan Prasarana Pendidikan berupa kegiatan pembangunan dan rehab
 RKB, Kesehatan berupa kegiatan pembangunan, rehab, penataan halaman dan peningkatan
 fasilitas penunjang puskesmas/ puskesmas pembantu, fasilitas sosial dan pembangunan
 gedung kantor dilaksanakan melalui Program Penataan Bangunan/Gedung, dengan pagu
 anggaran sebesar Rp. 673.186.497.201,15 melalui 318 paket kegiatan.
 Program Penyehatan Lingkungan yang ditujukan untuk peningkatan kualitas
 kesehatan masyarakat telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pemasangan Sambungan
 Rumah (SR) jaringan air limbah, pemasangan sarana prasarana air bersih dan pembangunan
 reservoir sebanyak 7 Paket kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 17.967.150.546,00 dan telah
 mampu meningkatkan layanan air bersih sebesar 85,39 % dan rumah tangga bersanitasi
 sebesar 95,03 % di tahun 2018.
 Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Badung sebesar 5,77 % yang
 merupakan prosentase dari Total Luas Ruang Terbuka Hijau seluas 2.415,93 Ha dibagi Luas
 Wilayah Kabupaten Badung 41.852 Ha
 Namun demikian melalui LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
 Ruang Kabupaten Badung Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan
 kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana
 Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.
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 1.1 LATAR BELAKANG
 emerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.
 Pemerintahan dibentuk bukan untuk melayani dirinya sendiri,
 melainkan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi
 yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan
 kemampuan, kreativitas, dan partisifasinya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam
 rangka melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bentuk pelayanan umum kepada
 masyarakat, diselenggarakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik.
 Apa yang telah dilaksanakan wajib untuk dibuatkan suatu laporan sebagai bentuk
 pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai alat kendali dan penilaian kualitas
 kinerja guna mewujudkan Good Governance dalam prespektif yang lebih luas.
 Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik,
 merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga.
 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban instansi
 pemerintah untuk menjelaskan capaian output dan outcome dalam periode waktu
 tertentu dikaitkan sumber daya dan dana yang diserap. Oleh karena itu, diperlukan
 pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas,
 sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan
 efisien, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari berbagai praktik korupsi,
 kolusi, dan nepotisme (KKN).
 LKjIP merupakan wujud akuntabilitas yang pedoman penyusunannya
 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian
 Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
 Pemerintah. Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Badung Tahun 2016 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban
 atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
 di dalam Rencana Kinerja Tahun 2017, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan
 P
 BAB I
 PENDAHULUAN
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 kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung pada tahun
 mendatang. Pelaporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai media untuk
 mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum denataan Ruang
 Kabupaten Badung dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku
 kepentingan lainnya.Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan
 Penataan Ruang Kabupaten Badung Tahun 2017, yang merupakan penjabaran dari
 visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan
 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 perlu dilakukan penilaian dan evaluasi.
 Pengukuran pencapaian kinerja tersebut untuk meningkatkan transparansi,
 akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi
 masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka
 meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
 Badung. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil
 capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis, program dan
 kegiatan yang urusannya dilaporkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
 Ruang Kabupaten Badung.
 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
 Maksud penyusunan LKjIP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban
 kepada publik atas pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran
 dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Badung khususnya misi memperkuat
 daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur
 wilayah
 Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian
 kinerja sasaran dan kegiatan yang menjadi urusan wajib Pekerjaan Umum dan
 Penataan Ruang.
 1.3 GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Perangkat Daerah
 yang dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016
 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang ditetapkan pada tanggal
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 13 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 19 Desember 2016 merupakan
 perangkat daerah hasil peleburan dari Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas
 Cipta Karya sebagai pelaksana Otonomi Daerah di bidang pekerjaan umum dan
 penataan ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan
 tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
 Badung melalui Sekretaris Daerah.
 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan susunan perangkat daerah,
 Kepala Dinas dibantu oleh :
 1. Sekretaris, yang membawahi sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian
 keuangan dan pelaporan.
 2. Kepala Bidang Sumber Daya Air, yang membawahi Seksi Perencanaan Sumber
 Daya Air, Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dan Seksi Operasi dan
 Pemeliharaan Sumber Daya Air
 3. Kepala Bidang Bina Marga, yang membawahi Seksi Perencanaan dan Evaluasi,
 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Seksi Preservasi Jalan dan
 Jembatan.
 4. Kepala Bidang Cipta Karya, yang membawahi Seksi Perencanaan dan
 Pengendalian, Seksi Tata Bangunan, Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air
 Bersih.
 5. Kepala Bidang Tata Ruang, yang membawahi Seksi Seksi Perencanaan Tata
 Ruang, Seksi Pemanfaatan Ruang dan Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 6. Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Pengujian dan Peralatan yang membawahi Seksi
 Jasa Konstruksi, Seksi Laboratorium Pengujian Material Konstruksi dan Seksi
 Tata Laksana Peralatan.
 1.4 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
 Sumber daya manusia yang merupakan personalia di Dinas Pekerjaan Umum
 dan Penataan Ruang Kabupaten Badung pada awal Tahun 2018 adalah 362 orang
 yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 152 orang, Pegawai dengan
 Status Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 3 Orang, Tenaga Kontrak sebanyak
 198 orang dan Tenaga Cleaning Service (CS) sebanyak 9 orang.
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 Selanjutnya di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan
 Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung didukung oleh peralatan dan
 perlengkapan yang memadai berupa :
 Kendaraan operasional dan Truck,
 Alat – alat berat,
 Peralatan Konstruksi,
 Peralatan Laboratorium Pengujian Konstruksi,
 Perlengkapan Kantor.
 1.5 ISU STRATEGIS
 Pembangunan Infrastruktur dasar wilayah diarahkan dapat menunjang
 pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Badung khususnya dan Bali serta
 Indonesia pada umumnya. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung dititik
 beratkan pada sektor pariwisata, pertanian dalam arti luas ,sektor perdagangan dan jasa.
 Untuk menunjang sektor tersebut diatas diperlukan usaha menjaga dan
 mengembangkan jaringan jalan yang terstruktur dengan kondisi mantap dan jaringan
 pengairan , baik irigasi dan drainase yang handal berdasarkan keseimbangan dan fungsi
 wilayah.
 Kondisi infrastruktur di Badung sampai dengan Tahun 2018 sudah cukup
 memadai dengan cakupan pelayanannya, namum untuk mengembangkan sektor
 pariwisata dan pembangunan sektor riil, mendorong sektor produksi dan keseimbangan
 pembangunan daerah diperlukan aksesibilitas yang lebih memudahkan pelayanan
 kepada masyarakat.
 Infrastruktur jalan dan jembatan disamping mempunyai fungsi ekonomi juga
 mempunyai fungsi sosial. Oleh karenanya infrastruktur jalan merupakan prasarana
 yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat baik dilihat dari segi kebutuhan
 ekonomi ataupun sosial. Bahwa panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2018
 sepanjang 683,743 km dengan tingkat kemantapannya telah mencapai 100 %, artinya
 tidak terdapat jalan yang berkondisi rusak, dengan kodisi jalan baik sepanjang 647,590
 km (94,712 %) dan berkondisi sedang sepanjang 36,153 km (5,288 %).
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 Dibidang Pengairan (irigasi), pemeliharaan saluran telah dilakukan secara
 sistematis sejak dulu oleh masing-masing subak. Namun saat ini pembangunan dan
 pemeliharaan irigasi dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan masyarakat
 subak. Sampai dengan Tahun 2018 Kabupaten Badung memiliki saluran irigasi dengan
 total panjang 742,87 kilometer yang terbagi berupa Saluran Primer sepanjang 71,28
 km, saluran sekunder sepanjang 46,91 km, saluran tersier sepanjang 622,16 km, saluran
 pembuang sepanjang 2,53 km dengan kondisi jaringan irigasi berkondisi baik sebesar
 95,88 %.
 Namun demikian sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan sektor
 pariwisata dan pertambahan penduduk, maka penentuan isu-isu strategis
 memantapkan Infrastuktur dasar wilayah dan terpenuhinya pelayanan minimal urusan
 pekerjaan umum dan penataan ruang, maka penentuan isu-isu strategis yang diarahkan
 untuk :
 1. Menunjang pertumbuhan perekonomian.
 2. Menunjang kelancaran sektor perdagangan dan jasa.
 3. Menunjang produksi pangan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan air
 yang tersedia.
 4. Memantapkan infrastruktur dasar wilayah.
 Maka isu –isu strategis berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan
 Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung adalah :
 a. Kemacetan Lalulintas di Wilayah-wilayah Strategis.
 Sudah Tidak dipungkiri lagi bahwa sering terjadi kemacetan di wilayah
 Badung Selatan mulai dari Kecamatan Kuta sampai Kuta Selatan, karena sebagai
 pusat destinasi wisata belum ditunjang oleh infrastruktur jalan yang memadai baik
 dari segi lebar, panjang dan jumlah ruas jalan yang dapat menampung pergerakan
 mobilitas pengunjung obyek-obyek wisata di wilayah Kuta dan Kuta Selatan. Maka
 untuk itu diperlukan upaya untuk meminimalkan kemacetan yang sering terjadi
 diantara melalui upaya pembuatan/pembangunan jalan-jalan baru, jalan-jalan
 alternatif dan penerapan teknologi jalan raya. Mengingat wilayah tersebut termasuk
 wilayah yang telah padat, maka upaya yang dapat diterapkan antara lain:
 - Pembangunan/Pembuatan Underpass
 - Pembangunan Jalan Baru/ jalan Lingkar
 - Pembuatan Jalan alternatif di atas sungai
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 b. Keawetan Struktur Jalan.
 Kondisi jalan Kabupaten Badung sampai tahun 2015 berada dalam kondisi
 mantap, artinya secara fungsional kondisi jalan dalam kondisi baik dan sedang.
 Namun demikian kedepannya kondisi jalan ini harus juga harus diimbangi dengan
 Struktur Jalan yang memenuhi stardard kelayakan jalan, yang antara lain
 menyangkut : lebar jalur Lalu lintas minimum, lebar bahu minimum, tipe perkerasan
 minimum dan kelandaian maksimum, sehingga keamanan dan kenyamanan
 pemakai jalan dapat terpenuhi dengan baik.
 Sehingga upaya-upaya yang perlu ditempuh diantaranya melalui :
 - Peningkatan Jalan
 - Perbaikan Alinyemen Jalan.
 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala.
 c. Kurannya lampu penerangan jalan
 Sebagai daerah destinasi wisata, keberadaan jalan dengan kelengkapannya
 sangatlah diperlukan untuk menunjang akses tujuan wisata. Salah satu kelengkapan
 jalan yang diperlukan adalah Lampu Perangan Jalan, dimana keberadaan lampu
 penerangan jalan sangatlah diperlukan oleh masyarakat atau pemakai jalan pada
 khususnya karena merupakan salah satu faktor kenyamanan pemakai jalan terutama
 di malam hari. Keberadaan lampu penerangan jalan di Kabupaten Badung dirasakan
 masih sangat kurang dan perlu perbaikan terhadap keberadaan lampu penerangan
 jalan yang sudah ada sekarang, dimana untuk mewujudkan Badung Terang
 diperlukan sebanyak 28.130 titik lampu sementara baru tersedia dan terpasang
 sebanyak 12.793 titik lampu ( 45,48%)
 d. Ketidakramahan Trotoar.
 Konsep pengembangan “kota untuk manusia” khususnya kota-kota wisata
 menunjukkan bahwa aspek manusia harus menjadi obyek utama pembangunan.
 Pembangunan Perkotaan yang berwawasan lingkungan harus semakin ditonjolkan
 dan fasilitas umum yang raman terhadap siapapun harus dicanangkan dan
 diimplementasikan termasuk di dalamnya adalah trotoar, selter, ruang publik lainnya
 yang ramah untuk pengguna termasuk para penyandang cacat.
 Kondisi Trotoar sebagai salah satu fasilitas pejalan kaki bagi pemakai jalan di
 wilayah strategis kiranya perlu terus ditingkat baik dari segi keamanan yang
 menyangkut konstruksinya maupun kenyamanannya yang menyangkut penataannya.
 Maka upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah :
 - Pembangunan Drainase dan Trotoar
 - Peningkatan Drainase dan Trotoar
 - Pemeliharaan Drainase dan Trotoar
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 e. Banjir di Wilayah-wilayah Strategis.
 Masalah Banjir masih menjadi isu yang perlu ditangani secara serius, terutama
 di Kota-Kota Besar dan daerah perkotaan tidak terkecuali juga terjadi di Kabupaten
 Badung khususnya di Badung Selatan, terutama Kuta dan sekitarnya. Hal itu terjadi
 karena pemanfaatan ruang yang terus meningkat sejalan dengan pembangunan yang
 semakin pesat. Namun permasalahan ini harus terus dicarikan solusi dan upaya
 penangangannya sehingga permasalahan banjir di wilayah strategis ini dapat
 diminimalisir.
 Upaya yang dilakukan untuk itu antara lain :
 - Penambahan pompa pengendali banjir.
 - Penataan Aliran-aliran sungai.
 - Normalisasi saluran-saluran Drainase
 f. Penyempitan dan Pencemaran Sungai
 Dalam upaya peningkatan produktifitas pertanian, peranan saluran pengairan
 menjadi sangat penting. Namum permasalah timbul karena adanya penyempitan dan
 pencemaran aliran sungai yang diakibatkan oleh konstruksi saluran irigasi yang
 kurang memadai sehingga mempercepat terjadinya sedimentasi dan juga limbah-
 limbah yang mengotori saluran irigasi sehingga debit air yang dapat dimanfaatkan
 oleh para petani menjadi tidak optimal.
 Untuk itu upaya yang dilakukan melalui :
 - Peningkatan saluran irigasi, khususnya saluran tersier yang langsung
 terhubung dengan petak-petak sawah.
 - Normalisasi saluran irigasi
 - Pembangunan Bendung/Dam/Terowongan.
 g. Pemanfaatan Sempadan Sungai
 Selama ini kita mengenal paradigma tentang sungai sebgai bagian belakang
 dari sebuah kota dan menjadi bagian yang harus disembunyikan. Paradigma ini
 sudah usang dan sudah tidak populer lagi, sehingga orintasi penanganan sungai harus
 diubah secara progresif untuk memberi citra sanitasi yang berorientasi kepada jasa,
 termasuk jasa pariwisata. Permasalahan pemanfaatan sempadan sungai yang terjadi
 di kota-kota besar dapat dijadikan tolok ukur untuk memulai menata dan
 memanfaatkan sempadan sungai sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang
 berlaku. Untuk itu diupayakan pemanfaatan sempadan sungai untuk produktifitas
 pertanian dan sarana penunjang pariwisata khususnya agrowisata, melalui
 pembuatan jalan-jalan penghubung.
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 h. Pengembangan Badung Utara.
 Wilayah Badung Utara Khususnya Wilayah Kecamatan Petang, perlu
 mendapat perhatian lebih intensif guna pemerataan pengembangan wilayah Badung
 Selatan dan Badung Utara. Badung Utara sejati telah didukung oleh kondisi
 geografis yang baik untuk menarik kunjungan wisata, terutama wisata alam dan
 agrowisatanya. Dimana telah terdapat air terjun, perkebunan dan jembatan yang telah
 menghubungkan antar wilayah. Namun demikian jalan-jalan penghubung antara
 lokasi wisata satu dengan lainnya perlu ditingkatkan dan dipermudah aksesnya.
 Beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam menumbuhkan pariwisata di Badung
 Utara adalah penyediaan sarana dan prasarana :
 - Pembangunan Jalan Alternatif
 - Pembangunan/Pembuatan Kerata Gantung.
 - Penataan Jalan Kawasan Wisata.
 i. Pembangunan gedung yang representatif.
 Pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terlepas juga dari ketersediaan gedung
 rumah sakit, puskesmas dan lain lainnya, dimana hal tersebut di Kabupaten Badung
 masih sangat diperlukan mengingat rasio jumlah penduduk yang memerlukan
 pelayanan kesehatan.
 Di bidang pendidikan, ketersediaan ruang-ruang belajar dan gedung pendidikan
 dirasakan masih kurang dibanding dengan jumlah anak didik yang memerlukan
 tempat belajar yang representatif.
 j. Permasalahan Air Bersih dan Sanitasi
 Kebutuhan akan air bersih sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat, maka
 pelayanan akan akses air bersih terutama untuk kebutuhan air minum di Kabupaten
 Badung dirasa masih kurang karena untuk kebutuhan dasar, sehurusnya air minum
 sebagai kebutuhan dasar diperoleh oleh setiap masyarakat, namun di Kabupaten
 Badung baru terlayani akses air minumnya sebesar 91,37 % dari jumlah penduduk
 Kabupaten Badung.
 Demikian pula terhadap permasalah sanitasi yang menyangkut air limbah dan
 persampahan,
 dimana untuk air limbah, penduduk Kabupaten Badung baru terlayani 84,96 %
 sistem air limbah yang memadai,, sedangkan untuk persampahan Kabupaten Badung
 belum memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang baik.
 k. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung.
 Masalah Penataan Ruang wilayah Kabupaten Badung secara umum sangatlah perlu
 disempurnakan dan diimplementasikan dalam kerangka pembangunan di Kabupaten
 Badung, oleh karenanya perangkat undang-undang dan peraturan yang mengatur
 tatanan wilayah dan ruang Kabupaten Badung sangat perlu disosialisasikan dan
 diinformasikan kepada masyarakat secara umum, Namun di Kabupaten Badung
 penyebaran informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten
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 beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital sangat kurang
 terutama untuk masing – masing wilayah kecamatan.
 l. Pembinaan Jasa Konstruksi
 Pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari peran penyedia jasa konstruksi,
 namun tidak dipungkiri masih terdapatnya penyedia jasa konstruksi yang kurang
 dapat bersaing secara profesional, akibat dari beberapa kendala yang dihadapi seperti
 perijinan, sumber daya manusia dan permodalan, sehingga peran pemerintah
 diharapkan dalam pembinaan jasa konstruksi.
 Harapan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Badung lima tahun kedepan sampai tahun 2021 adalah terwujudnya
 Infrastruktur dasar wilayah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
 Mantap, baik kwalitas maupun kwantitas guna mendukung pelaksanaan pembangunan
 di Kabupaten Badung.
 1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN
 Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum
 dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan
 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
 Akuntabilitas Kinerja. Namun demikian, agar LKjIP ini dapat lebih menjelaskan
 kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung, maka
 sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :
 BAB I PENDAHULUAN
 Menguraikan tentang latar belakang penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan
 Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung tahun 2018, yang
 memuat dasar hukum penyusunan dan dasar filosofis penyusunan LKjIP
 2018. Selain itu pada bagian ini juga diuraikan tentang maksud dan
 tujuan serta gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
 Ruang Kabupaten Badung, susunan kepegawaian dan
 perlengkapan,isu– isu strategis serta sistematika penyajian.
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
 Memuat gambaran umum rencana strategis, rencana kinerja dan
 Penetapan Kinerja tahu 2018. Rencana strategi berisi uraian mengenai
 rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan
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 sebagai pedoman dalam dokumen perencanaan dalam rangka
 pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
 Penataan Ruang Kabupaten Badung yang memuat tujuan, sasaran
 strategis, indikator kinerja utama (IKU), sedangkan penetapan kinerja
 memuat sasaran strategis, IKU dan target yang diperjanjikan untuk
 diwujudkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
 Badung tahun 2018.
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
 Menguraikan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
 Penataan Ruang Kabupaten Badung pada tahun 2018, yaitu evaluasi
 terhadap kinerja dan analisa pencapaian kinerja sesuai Renstra Dinas
 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung, Rencana
 Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun
 2018. Selain itu dibahas juga akuntabilitas kinerja sesuai periode
 RPJMD tahun 2016-2021 dan akuntabilitas keuangan dari angggaran
 program dalam penetapan kinerja dan seluruh anggaran yang diterima
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.
 BAB IV PENUTUP
 Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja
 Dinas Pekerjaan Umumm dan Penataan Ruang Kabupaten Badung
 Tahun 2018 dan menguraikan strategi peningkatan kinerja serta saran
 yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
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 2.1 RENCANA STRATEGIS
 engan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana
 dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem
 Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
 pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang,
 menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan
 di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.
 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis
 merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar
 mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap
 berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi
 pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang,
 dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
 Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui
 pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan
 peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi
 pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam
 penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur.
 Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila
 didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang,
 jangka menengah dan perencanaan tahunan.
 Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang Kabupaten Badung, dijabarkan
 dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan
 Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Penjabaran lebih
 lanjut dalam perencanaan tahunan di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
 D
 BAB II
 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
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 Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon
 Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2018.
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun
 2016 – 2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan
 dirumuskan setiap 5 ( lima ) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah
 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan secara sistematis
 mengedepankan isu– isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis
 kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan
 sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas
 dan kemampuan anggaran pembiayaan.
 Sesuai dengan tujuan Kabupaten Badung, maka tugas yang dilaksanakan
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung di dalam
 melaksanakan strategi pencapaian sasaran dituangkan kedalam penyusunan rencana
 strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai suatu pedoman bagi
 pelaksanaan tugas dinas selama 5 tahun yang dilaksanakan secara sistematis,
 berjenjang dan terpadu untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan.
 Rencana strategis tersebut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Badung dituangkan dalam tujuan, sasaran, program, cara mencapai
 tujuan yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Badung diuraikan sebagai berikut :
 1. Tujuan, Sasaran dan Strategi :
 Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah
 Sasaran :
 - Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata
 - Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan ketahanan air
 - Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur pelayanan publik
 - Meningkatnya infrastruktur dasar wilayah
 - Meningkatnya kualitas layanan sanitasi
 - Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan tata ruang
 berwawasan lingkungan
 - Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi
 - Meningkatnya ketersediaan lampu penerangan jalan (LPJ) berkondisi baik.
 Terwujudnya tata kelola perkantoran yang efektif, efisien dan akuntabel
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 Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran) :
 Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung
 untuk mencapai tujuan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama
 (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan. Dimana telah ditetapkan 11 indikator
 kinerja utama yang dianggap mampu mengukur kinerja Dinas Pekerjaan
 Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :
 Tabel. 1 : Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung
 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
 ( IKU )
 Sasaran Strategi 1 :
 Meningkatnya dukungan
 konektivitas bagi penguatan
 daya saing pariwisata
 1. Tingkat Konektivitas Pendukung
 Pariwisata
 Sasaran Strategi 2 :
 Meningkatnya dukungan
 untuk kedaulatan pangan dan
 ketahanan air
 1. Tingkat Dukungan Ketersediaan Air
 Irigasi untuk Pertanian Rakyat
 Sasaran Strategi 3 :
 Meningkatnya dukungan
 layanan infrastruktur
 pelayanan publik
 1. Tingkat Layanan Infrastruktur
 Pendidikan
 2. Tingkat Layanan Infrastruktur Kesehatan
 Sasaran Strategi 4 :
 Meningkatnya infrastruktur
 dasar wilayah
 1. Persentase Jalan Kabupaten berkondisi
 baik
 2. Persentase Jaringan Irigasi berkondisi
 baik
 Sasaran Strategi 5 :
 Meningkatnya kualitas
 layanan sanitasi
 1. Persentase Peningkatan Penyehatan
 Lingkungan dan Sanitasi
 Sasaran Strategi 6 :
 Meningkatnya kualitas
 perencanaan dan
 pembangunan tata ruang
 berwawasan lingkungan
 1. Persentase terwujudnya Penataan Ruang
 Wilayah Kabupaten Badung
 Sasaran Strategi 7 :
 Meningkatnya ketersediaan
 informasi jasa konstruksi
 1. Persentase Peningkatan Layanan Jasa
 Konsruksi Tingkat Kabupaten
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 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
 ( IKU )
 Sasaran Strategi 8 :
 Meningkatnya ketersediaan
 lampu penerangan jalan
 (LPJ) berkondisi baik
 1. Persentase Pengadaan dan Pemasangan
 Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten
 Badung
 Sasaran Strategi 9 :
 Terwujudnya tata kelola
 perkantoran yang efektif,
 efisien dan akuntabel
 1. Tingkat Penyelesaian Administrasi
 Keuangan dan Pelaporan
 Sesuai dengan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Badung, maka yang diharapkan adalah mantapnya infrastruktur
 wilayah dengan tercapainya target berupa :
 Tingkat Konektivitas Pendukung Pariwisata sebesar 40,00 %
 Tingkat Dukungan Ketersediaan Air Irigasi untuk pertanian rakyat
 sebesar 99,17 %
 Tingkat layanan infrastruktur pendidikan sebesar 82,00 %
 Tingkat layanan infrastruktur kesehatan sebesar 88,00 %
 Persentase Jalan Kabupaten berkondisi baik sebesar 98,00 %
 Persentase jaringan irigasi berkondisi baik sebesar 96,83 %
 Persentase peningkatan penyehatan lingkungan dan sanitasi sebesar
 96,78 %
 Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung
 sebesar 73,33 %
 Persentase Peningkatan Layanan Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten
 sebesar 30 %
 Persentase Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di
 Kabupaten Badung sebesar 69,56 %
 Tingkat penyelesaian administrasi keuangan dan pelaporan sebesar
 100%
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 2.2.RENCANA KINERJA
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung telah
 membuat Rencana Kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan,
 tugas dan fungsi yang ada. Rencana Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi
 akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018, yang mengacu kepada Rencana
 Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Tahun
 2016 - 2021.
 Rencana Kinerja tahun 2018 yang telah ditetapkan memberikan fokus kepada
 tercapainya peningkatan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Badung sampai
 akhir tahun 2018 ditargetkan sebesar 98,00 %,
 Fokus selanjutkan terhadap peningkatan jaringan irigasi yang berkondisi baik,
 dengan target peningkatan jaringan irigasi berkondisi baik dari seluruh panjang
 saluran yang terdapat di Kabupaten Badung menjadi 96,83%. Kondisi baik saluran
 irigasi tersebut menyangkut keseluruhan kondisi jaringan irigasi yaitu saluran primer,
 saluran sekunder, saluran tersier dan saluran pembuang dan upaya memberikan
 dukungan ketersediaan air untuk pertanian rakyat dengan tingkat dukungan layanan
 sebesar 99,17 %.
 Selanjutanya dalam upaya memberikan pelayanan secara optimal dalam
 pelayanan akses air bersih dan sanitasi diharapkan dapat terwujud pelayanan akses air
 minum yang aman dan akses pengolahan air limbah domestik sebesar 96,78 %
 Dalam hal pelayanan gedung, menitik bertakan pada layanan infrastruktur
 pendidikan sebesar 82,00 % dan layanan infrastruktur kesehatan sebesar 82,00% serta
 penyediaan/pembangunan gedung, baik gedung pemerintah maupun gedung non
 pemerintah.
 Sedangkan untuk terwujudnya pengendalian dan pemanfaatan ruang yang
 efektif, persentase terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Badung
 ditargetkan sebesar 73,33 %.
 Pelayanan jasa konstruksi dengan peningkatan layanan jasa konstruksi tingkat
 kabupaten sebesar 30,00 % melalui pembinaan dan pemberian informasi jasa
 konstruksi.
 Dalam upaya mewujudkan “Badung Terang” dimana setiap ruas jalan di
 Kabupaten Badung sudah terlayani Lampu Penerangan Jalan, maka sampai tahun
 2018 ditargetkan 69,56 % . sedangkan untuk kelancaran administrasi keuangan dan
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 pelaporan sebagai perwujudan akuntabilitas dapat diselesaikan 100,00% . Rencana
 kinerja tersebut seperti yang tertuang didalam tabel di bawah ini
 Tabel. 2 : Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
 Badung Tahun 2018
 No. Sasaran Strategis Indikator Target
 1 Meningkatnya
 dukungan konektivitas
 bagi penguatan daya
 saing pariwisata
 1. Tingkat Konektivitas
 Pendukung Pariwisata
 40,00 %
 2 Meningkatnya
 dukungan untuk
 kedaulatan pangan dan
 ketahanan air
 1. Tingkat Dukungan
 Ketersediaan Air Irigasi
 untuk Pertanian Rakyat
 99,17 %
 3 Meningkatnya
 dukungan layanan
 infrastruktur pelayanan
 publik
 1. Tingkat Layanan
 Infrastruktur Pendidikan
 2. Tingkat Layanan
 Infrastruktur Kesehatan
 82,00 %
 88,00 %
 4 Meningkatnya
 infrastruktur dasar
 wilayah
 1. Persentase Jalan
 Kabupaten berkondisi baik
 2. Persentase Jaringan Irigasi
 berkondisi baik
 98,00 %
 96,83 %
 5 Meningkatnya kualitas
 layanan sanitasi
 1. Persentase Peningkatan
 Penyehatan Lingkungan
 dan Sanitasi
 96,78 %
 6 Meningkatnya kualitas
 perencanaan dan
 pembangunan tata ruang
 berwawasan lingkungan
 1. Persentase terwujudnya
 Penataan Ruang Wilayah
 Kabupaten Badung
 73,33 %
 7 Meningkatnya
 ketersediaan informasi
 jasa konstruksi
 1. Persentase Peningkatan
 Layanan Jasa Konsruksi
 Tingkat Kabupaten
 30,00 %
 8 Meningkatnya
 ketersediaan lampu
 penerangan jalan (LPJ)
 berkondisi baik
 2. Persentase Pengadaan dan
 Pemasangan Lampu
 Penerangan Jalan di
 Kabupaten Badung
 69,56 %
 9 Terwujudnya tata kelola
 perkantoran yang
 efektif, efisien dan
 akuntabel
 1. Tingkat Penyelesaian
 Administrasi Keuangan
 dan Pelaporan
 100,00 %
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 2.3.PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018
 Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun Tahun 2004 dan
 Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang
 Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan
 komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang
 jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
 mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.
 Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
 transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah
 dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
 pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai
 dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan
 sanksi.
 Dalam mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT ) tahun 2018, maka telah
 ditetapkan kinerja program dan kegiatan dengan anggaran yang mencukupi untuk
 pencapaian target sasaran seperti yang diuraikan sebagai berikut :
 Untuk pencapaian sasaran strategis 1 : Meningkatnya dukungan
 konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata dilaksanaan melalui
 program Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan Jembatan
 melalui persiapan pembangunan akses jalan lingkar selatan dan
 pembebasan lahan dengan target sebesar 40,00 %
 Untuk pencapaian sasaran strategis 2 : Meningkatnya dukungan untuk
 kedaulatan pangan dan ketahanan air, yang ditujukan untuk pelayanan air
 irigasi untuk pertanian, jaringan irigasi usaha tani dilaksanakan melalui
 program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 Untuk pencapaian sasaran strategis 3 : Meningkatnya dukungan layanan
 infrastrutur pelayanan publik yang ditujukan untuk peningkatan
 infrastruktur pendidikan dan kesehatan dilaksanakan melalui program
 Penataan Bangunan Gedung.
 Untuk pencapaian sasaran strategis 4 : Meningkatnya Infrastruktur Dasar
 Wilayah, yang ditujukan untuk peningkatan jaringan irigasi berkondisi
 baik dan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 160.813.753.107,43 yang
 dilaksanakan melalui program pengembangan dan pengelolaan Sumber
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 Daya Air serta untuk peningkatan ruas jalan kabupaten berkondisi baik
 yang dilaksanakan melalui program Pembangunan, Peningkatan,
 Preservasi jalan dan jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
 397.163.229.173,00.
 Selengkapnya Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Badung diuraikan pada Perubahan Penetapan Kinerja Dinas
 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Tahun 2018.
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 3.1.EVALUASI KINERJA TAHUN 2018
 engukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan
 dalam dokumen Penetapan Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar
 mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga
 kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran
 kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja
 (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result)
 yang dicapai.
 Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
 kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
 ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja
 yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.
 Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria
 SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable
 (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).
 Untuk mengukur capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
 Penataan Ruang Kabupaten Badung tahun 2017, rumus yang dipergunakan adalah
 :
 Realisasi Capaian IKU = ------------ x 100 % Target
 Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas
 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung menetapkan kategorisasi
 pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi
 empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja
 sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :
 P
 BAB III
 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
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 Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian
 I Lebih dari 85 % Tercapai
 II 70 % sampai 85 % Cukup Tercapai
 III 55 % sampai 70 % Kurang Tercapai
 IV Kurang dari 55 % Tidak Tercapai
 Pada Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
 Badung yang menetapkan 11 IKU yang merupakan ukuran keberhasilan (baik
 kualitatif maupun kuantitatif) atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu
 sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian terhadap 9 sasaran dan 11 IKU
 tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut :
 Tabel.3 : Sasaran/IKU, Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2018
 SASARAN STRATEGIS 1 :
 Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata
 INDIKATOR KINERJA
 UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
 Tingkat Konektivitas
 Pendukung
 Pariwisata
 40,00 %
 30,50 % 76,25 %
 SASARAN STRATEGIS 2 :
 Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan ketahanan air
 INDIKATOR KINERJA
 UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
 Tingkat Dukungan
 Ketersediaan Air
 Irigasi untuk
 Pertanian Rakyat
 99,17 %
 99,20 %
 100,03 %
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 SASARAN STRATEGIS 3 :
 Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur pelayanan publik
 INDIKATOR KINERJA
 UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
 1. Tingkat Layanan
 Infrastruktur
 Pendidikan
 82,00 % 85,00 % 103,66 %
 2. Tingkat Layanan
 Infrastruktur Kesehatan
 88,00 % 90,00 % 102,27 %
 SASARAN STRATEGIS 4 :
 Meningkatnya infrastruktur dasar wilayah INDIKATOR KINERJA
 UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
 1. Persentase Jalan
 Kabupaten
 berkondisi baik
 98,00 % 94,712 % 96,645 %
 2. Persentase Jaringan
 Irigasi berkondisi
 baik
 96,83 % 95,88 % 99,02 %
 SASARAN STRATEGIS 5 :
 Meningkatnya kualitas layanan sanitasi INDIKATOR KINERJA
 UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
 1. Persentase
 Peningkatan
 Penyehatan
 Lingkungan dan
 Sanitasi
 96,78 % 88,71 % 91,66 %
 SASARAN STRATEGIS 6 :
 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan tata ruang berwawasan
 lingkungan INDIKATOR KINERJA
 UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
 1. Persentase
 terwujudnya
 Penataan Ruang
 Wilayah Kabupaten
 Badung
 73,33 % 76,482 % 104,30 %
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 SASARAN STRATEGIS 7 :
 Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi INDIKATOR KINERJA
 UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
 1. Persentase
 Peningkatan
 Layanan Jasa
 Konsruksi Tingkat
 Kabupaten
 30,00 % 30,00% 100,00%
 SASARAN STRATEGIS 8 :
 Meningkatnya ketersediaan lampu penerangan jalan (LPJ) berkondisi baik INDIKATOR KINERJA
 UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
 1. Persentase Pengadaan
 dan Pemasangan
 Lampu Penerangan
 Jalan di Kabupaten
 Badung
 69,56 % 65,25 % 93,80 %
 SASARAN STRATEGIS 9 :
 Terwujudnya tata kelola perkantoran yang efektif, efisien dan akuntabel INDIKATOR KINERJA
 UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
 1. Tingkat Penyelesaian
 Administrasi Keuangan
 dan Pelaporan
 100,00 % 92,36 % 92,36 %
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 3.2 ANALISA PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
 Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam sasaran dan indikator
 kinerja dijelaskan dalam analisis kinerja sebagai berikut :
 SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya dukungan konektivitas bagi
 penguatan daya saing pariwisata
 INDIKATOR : TINGKAT KONEKTIVITAS PENDUKUNG
 PARIWISATA.
 Untuk mendukung pariwisata yang handal, maka tidak hanya obyek atau tempat-
 tempat wisata yang perlu pembenahan namun diperlukan pembenahan secara
 menyeluruh yang salah satunya adalah jalan menuju ke tempat wisata tersebut.
 Badung selatan sebagai destinasi wisata utama di pulau Bali, dengan kondisi yang
 sekarang sangat diperlukan penambahan akses atau konektivitas sehingga
 pencapaian ke tempat- tempat wisata dapat lebih memadai. Dalam upaya
 mendukung konektivitas tersebut telah dirancang akses jalan pendukung pariwisata
 antara lain :
 - Pembangunan Jalan Lingkar Badung Selatan
 - Pembangunan Jalan Lingkar Barat Tanjung Benoa
 - Penataan Simpang Udayana Jimbaran
 - Penataan Simpang Tugu Ngurah Rai
 Pelaksanaan kegiatan dimaksud sampai dengan tahun 2018 telah dilaksanakan
 tahapan pembebasan lahan, sementara untuk rencana Pembangunan Jalan Lingkar
 Badung Selatan telah disusun Feasibility Study yang merupakan bagian yang tidak
 terpisahkan dari rencana Pembangunan Jalan Lingkar Badung Selatan
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 SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan
 dan ketahanan air
 INDIKATOR : TINGKAT DUKUNGAN KETERSEDIAAN AIR IRIGASI
 UNTUK PERTANIAN RAKYAT.
 Target Capaian Tersedianya Air Irigasi untuk
 Pertanian Rakyat adalah target yang ditetapkan
 berdasarkan jumlah air yang tersedia untuk
 melayani petak petak sawah minimal pada satu
 musim tanam. Penentuan persentase didasarkan
 pada Peraturan Menteri Pekerjaan
 Umum No. 32 tahun 2007 tentang Pedoman
 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
 Irigasi yang menetapkan Indeks Kinerja Sistem
 Irigasi sebagai berikut:
 • 80-100 : kinerja sangat baik
 • 70-79 : kinerja baik
 • 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian
 • <55 : kinerja jelek dan perlu perhatian
 Cara perhitungan:
 Ketersediaan Air Irigasi (lt/dt) pada setiap musim tanam
 -------------------------------------------------------------------------- x100%
 Kebutuhan Air Irigasi (lt/dt) berdasarkan rencana tata tanam
 Berdasarkan rumusan diatas ketersediaan air di kabupaten mencukupi dengan
 debit 1,98 lt/dt/ha, sehingga dengan kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata
 tanam sebesar 2lt/dt/ha, maka tingkat layanan diperoleh angka sebesar 98,55%
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 SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya infrastruktur dasar wilayah
 Sesuai dengan indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam misi 8 RPJMD
 Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang bertujuan
 terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, dengan sasaran meningkatnya
 infrastruktur wilayah yang berkualitas diukur dengan indikator kinerja persentase
 infrastruktur dalam kondisi mantap, maka batasan infrastruktur yang dimaksud
 adalah menyangkut Infrastruktur Jalan Kabupaten dan Infrastruktur Saluran Irigasi.
 “Infrastruktur berkondisi mantap” merupakan suatu istilah yang merujuk pada suatu
 kondisi yang memberikan gambaran berbagai jenis fasilitas yang dibuat khusus
 untuk mendukung segala aktivitas dan kegiatan masyarakat umum dalam kehidupan
 manusia yang berkondisi baik sampai sedang. Namun sesuai dengan tujuan yang
 tertuang dalam misi 8 RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-
 2021 yaitu terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, maka kondisi
 mantap dimaksud adalah yang berkondisi baik. Penuangan di dalam Rencana
 Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung
 dirumuskan ke dalam sasaran strategis ke empat yaitu meningkatnya infrastruktur
 dasar wilayah yang di ukur melalui indikator persentase jalan kabupaten berkondisi
 baik dan persentase Jaringan irigasi berkondisi baik.
 INDIKATOR : PERSENTASE JALAN KABUPATEN BERKONDISI BAIK
 Pengertian jalan dalam
 kondisi mantap
 didefiniskan sebagai
 kondisi jalan dalam
 keadaan baik dan sedang,
 dimana setiap tahun
 mengalami
 perkembangan.
 Sampai dengan tahun 2018 kondisi jalan di Kabupaten Badung diuraikan dalam
 tabel berikut :
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 Tabel. Kondisi Jalan Kabupaten Badung Tahun 2018
 No Uraian
 Kondisi
 Baik Sedang Rusak
 Pj (km) (%) Pj (km) (%) Pj (km) (%)
 Jalan
 Kabupaten
 647,590 94,712 36,153 5,288 - -
 Panjang Jalan Kabupaten = 683,743 km
 Tabel. Kondisi Jalan Kabupaten Badung Tahun 2017
 No Uraian
 Kondisi
 Baik Sedang Rusak
 Pj (km) (%) Pj (km) (%) Pj (km) (%)
 Jalan
 Kabupaten
 638,229
 93,343
 45,514
 6,657
 - -
 Panjang Jalan Kabupaten = 683,743 km
 Dari tabel diatas dijelaskan bahwa dari total Jalan Kabupaten sampai tahun 2018
 sepanjang 683, 743km terdapat 94,712% (647,590 km) berkondisi baik dan
 5,288% (36,153 km) berkondisi sedang dan tidak terdapat jalan berkondisi rusak,
 artinya 100% jalan di Kabupaten Badung berkondisi Mantap.
 Namun apabila dilihat dari jalan berkondisi baik di tahun 2017, terdapat peningkatan
 capaian kondisi baik jalan kabupaten sebesar 1,369 %. Sehingga pencapaian target
 indikator persentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik di tahun 2018 seperti pada
 tabel dibawah ini :
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 Indikator Target Realisasi
 Capaian
 Kinerja
 Kategori
 Capaian
 Persentase ruas jalan
 kabupaten berkondisi
 baik
 98,00 %
 94,712 %
 96,65 %
 Tercapai
 (berdasarkan
 rentang capaian
 kinerja)
 Infrastruktur wilayah yang mantap dan berkualitas diharapkan dapat menjamin
 kelancaran distribusi barang dan jasa, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya
 saing daerah di tingkat nasional dan internasional. Sebagai daerah tujuan wisata yang
 sudah terkenal Kabupaten Badung dituntut mampu menyediakan infrasutruktur wilayah
 yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan para kompetitor dari negara lain yang
 sama-sama mengandalkan sektor kepariwisataan.
 Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan dan dibutuhkan agen-
 agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik,
 pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan
 sosial dan ekonomi. Infrasuktur yang dimaksud dalam laporan ini adalah dibatasi pada
 jalan, jembatan dan sarana irigasi. Target yang ditetapkan untuk tahun 2018 terhadap
 infrastruktur berkondisi mantap sebesar 98.00 % merupakan indikator yang terfokus pada
 panjang jalan di Kabupaten Badung yang berkondisi baik saja dengan realisasi sebesar
 94.712 % dengan capain kinerja sebesar 96,645 %, tidak tercapainya kinerja ini disebabkan
 karena adanya penambahan ruas jalan baru di Kabupaten Badung.
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 Di Kabupaten Badung kondisi mantap tersebut telah tercapai sepenuhnya ( 100 % ) dimana
 dengan Panjang Jalan Kabupaten Badung 683,743 km, kondisi baiknya sepanjang 647,590
 km (94,712 %) dan kondisi sedang sepanjang 36,153 km (5,288 %)
 Perbandingan dengan Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat seperti dalam tabel
 berikut :
 94,712
 5,288
 Kondisi Jalan Kabupaten Badung Tahun 2018
 Baik Sedang
 100
 85
 0
 15
 0
 20
 40
 60
 80
 100
 120
 Kabupaten Badung, Bali Kabupaten Bandung, Jawa Barat
 Perbandingan Kondisi Kemantapan Jalan
 Mantap Rusak
 Panjang Jalan = 683,743 km Panjang Jalan = 1.155 km
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 INDIKATOR : PERSENTASE JARINGAN IRIGASI BERKONDISI BAIK
 Dibidang Pengairan (irigasi),
 pemeliharaan saluran irigasi telah
 dilakukan secara sistematis sejak
 dulu oleh masing-masing subak,
 namun saat ini pembangunan dan
 pemeliharaan saluran irigasi
 dilakukan oleh pemerintah
 bekerjasama dengan masyarakat
 subak. Sampai dengan Tahun 2018 Kabupaten Badung memiliki saluran irigasi
 dengan total panjang 742,87 kilometer yang terbagi berupa Saluran Primer
 sepanjang 71,28 km, saluran sekunder sepanjang 46,91 km, saluran tersier sepanjang
 622,16 km, saluran pembuang sepanjang 2,53 km dengan kondisi jaringan irigasi
 seperti yang tertuang dalam tabel dibawah :
 Klasifikasi Panjang
 Total (km)
 Kondisi Tahun 2018
 Baik (km) %
 Rusak
 Ringan %
 Rusak
 Berat %
 Saluran Primer 71,28 68,40 95,97 2,87 4,03 0 0
 Saluran Sekunder 46,91 45,50 97,00 1,41 3,00 0 0
 Saluran Tersier 622,16 595,84 95,77 6,53 1,05 19,78 3,18
 Saluran
 Pembuang 2,53 2,53 100,00 0 0 0 0
 Total Saluran 742,87 712,27 95,88 10,81 1,46 19,78 2,66
 Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa kondisi jaringan irigasi di
 Kabupaten Badung Tahun 2018 adalah sebesar 95,88% berkondisi baik dari
 panjang saluran di Kabupaten Badung sepanjang 742,87 km. Sedangkan capaian
 kinerja terhadap indikator Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Seperti
 yang tertuang di dalam tabel di bawah ini :
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 SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatnya kualitas layanan sanitasi
 No Indikator Tahun 2017 Capaian
 Kinerja
 Tahun
 2016
 Tahun 2018 Capaian
 Kinerja
 Tahun
 2018
 Target Realisasi Target Realisasi
 1 Prosentase
 Jaringan
 Irigasi dalan
 kondisi baik
 95,78
 %
 95,26 % 99,457
 %
 96,83
 %
 95,88 % 99,02 %
 Kategori capaian kinerja sesuai dengan rentang capaian kinerja termasuk dalam
 kategori tercapai, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2017 maka terlihat
 penurunan prosentase capaian jaringan irigasi berkondisi baik dari 99,457 %
 menjadi 99,02 % dikarenakan beberapa faktor, penentuan target terhadap
 infrastruktur jaringan/saluran irigasi di Kabupaten Badung ditujukan pada
 peningkatan kualitas bangunan saluran irigasi dengan menggunakan precast Beton
 atau beton pra cetak yang disesuaikan dengan dimensi saluran irigasi di Kabupaten
 Badung sehingga tingkat kehilangan air pada saluran irigasi dapat diminimalisir dan
 ketersediaan air irigasi untuk pertanian lebih optimal.
 Layanan sanitasi mempunyai pengertian sekurang-kurangnya mempunyai akses fasilitas air
 bersih, pembuangan tinja dan pembuangan air limbah. Sesuai dengan Standar Pelayanan
 Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan
 Menteri Pekerjaan Umum nomor 01/PRT/M/2014 tanggal 24 Februari 2014, maka indikator
 persentase peningkatan penyehatan lingkungan dan sanitasi diukur dengan tersedianya
 akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan
 perpipaan, sedangkan untuk air limbah diukur dengan tersedianya sistem air limbah skala
 komunitas/kawasan yang dinyatakan dalam persentase jumlah masyarakat yang terlayani
 sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas terhadap jumlah total penduduk
 kabupaten.
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 Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman
 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan
 Umum No.01/PRT/M/2014 tentang
 Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 salah satunya meliputi jenis pelayanan
 dasar bidang Cipta Karya yaitu Penyediaan
 Air Minum dengan indikator Persentase
 Penduduk yang mendapatkan akses air
 minum yang aman (Bagian Kedua Pasal 7).
 Sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM
 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada
 Lampiran II Permen PU No
 01/PRT/M/2014 tanggal 24 Februari 2014,
 rumus cara pengukuran indikator ini
 adalah: Jumlah masyarakat terlayani dibagi
 dengan proyeksi jumlah total masyarakat x
 100%.
 Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk tahun 2018 jumlah penduduk terlayani
 sebesar 90,47 % seperti tabel dibawah :
 JUMLAH
 PENDUDUK
 JUMLAH PENDUDUK
 YANG TERLAYANI
 PERSENTASE
 643.500 Jiwa 549.476 Jiwa 85,39 %
 Persentase Penduduk yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik
 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014 tentang
 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang salah
 satunya meliputi jenis pelayanan dasar bidang Cipta Karya yaitu Penyediaan Sanitasi
 dengan indikator Persentase Penduduk yang mendapatkan akses pengolahan air
 limbah domestik.
 Sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada
 Lampiran II Permen PU No 01/PRT/M/2014 tanggal 24 Februari 2014, rumus cara
 pengukuran indikator ini adalah: Jumlah penduduk terlayani dibagi dengan jumlah
 total penduduk x 100%.
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 SASARAN STRATEGIS 6 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan
 pembangunan tata ruang berwawasan lingkungan
 Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk tahun 2018 jumlah penduduk terlayani
 penyediaan akses pengolahan air limbah domestik sebesar 92,03 %.
 Berdasarkan dua jenis layanan tersebut, maka prosentase Infrastruktur yang
 mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ( Air Minum dan Sanitasi)
 sesuai prosentase layanannya adalah sebesar 88,71 % yang merupakan nilai rata-rata
 dari kedua jenis layanan tersebut
 Dalam Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten
 Badung Tahun 2013-2033, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Badung terbagi
 menjadi dua yakni kawasan lindung dn kawasan budidaya.
 Kawasan lindung menyangkut ; 1). kawasan yang memberikan perlindungan kawasan
 bawahannya; 2). Kawasan perlindungan setempat, 3). Kawasan perlindungan alam dan
 cagar budaya.
 Sedangkan kawasan budidaya menyangkut; 1) kawasan peruntukan hutan rakyat ;2).
 Kawasan peruntukan pertanian; 3) kawasan peruntukan kegiatann perikanan; 4)
 Kawasan peruntukan pariwisata; 5). Kawasan peruntukan kegiatan industri; 6). Kawasan
 peruntukan permukiman; 7).kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;8).kawasan
 peruntukan perkantoran pemerintah; 9).kawasan peruntukan pendidikan
 tinggi;10).kawasan peruntukan pertahanan keamanan;11).kawasan peruntukan RTH.
 Pemanfaatan Ruang Kabupaten Badung sesuai dengan rencana pola ruang tersebut
 diatas seperti yang diuraikan dalam tabel di bawah ini :
 Kecamatan Prosentase Simpangan
 Kuta Selatan 3,840 %
 Kuta 3,092 %
 Kuta Utara 8,610 %
 Mengwi 2,410 %
 Abiansemal 2,880 %
 Petang 2,686 %
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 SASARAN STRATEGIS 7 : Meningkatnya ketersediaan informasi jasa
 konstruksi
 Dari tabel diatas, maka pemanfaatan Ruang Kabupaten Badung bila dilihat dari
 prosentase simpangan rencana pola ruang, maka diperoleh persentase sebesar 76,482%
 telah sesuai dengan pemanfaatannya, dengan capain seperti tabel dibawah ini :
 Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan
 tata ruang berwawasan lingkungan
 IKU Target Realisasi Capaian
 Persentase terwujudnya
 Penataan Ruang
 Wilayah Kabupaten
 Badung
 73,33 %
 76,482 % 104,30 %
 Sasaran Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota
 adalah meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi di wilayah
 kabupaten/kota. Indikator Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat
 Kabupaten/Kota adalah persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa
 konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada SIPJAKI. Informasi-informasi jasa
 konstruksi yang dipublikasikan di Tingkat Pemerintah Kabupaten meliputi: a. Data
 izin usaha jasa konstruksi yang ter-updatesecara berkala; b. Data badan usaha jasa
 konstruksi yang ter-updatesecara berkala; c. Data tenaga kerja konstruksi yang ter-
 update secara berkala; d.Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk
 tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN,dan sumber
 pendanaan lainnya; e.Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang ter-update secara
 berkala; f.Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang ter-
 update setiap 6 (enam) bulan; g.Profil tim pembina jasa konstruksi di kabupaten.
 Nilai Layanan Dasar Sipjaki Tingkat Kabupaten/Kota diperoleh dari kumulatif
 pembobotan terhadap 7 (tujuh) jenis informasi jasa konstruksi tingkat
 Kabupaten/Kota pada SIPJAKI. Berdasarkan sifat strategis informasi, masing-
 masing jenis informasi tingkat Kabupaten memiliki bobot sebagai berikut:
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 No. Jenis Informasi Bobot (%)
 1 Izin usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala 35
 2 Data Badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara
 berkala 10
 3 Data tenaga kerja jasa konstruksi yang terupdate secara
 berkala 10
 4 Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk
 tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD,
 APBN, dan sumber pendanaan lainnya
 10
 5 Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara
 berkala 10
 6 Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material
 konstruksi yang terupdate setiap 6 bulan. 15
 7 Profil tim pembina jasa konstruksi di kabupaten/kota 10
 Nilai Layanan Dasar Sipjaki Tingkat Kabupaten/Kota adalah total dari jumlah
 prosentase bobot ketujuh jenis informasi tersebut. Nilai bobot hanya diberikan pada
 layanan informasi yang ter-update.
 Pengukuran indikator persentase peningkatan layanan jasa konstruksi tingkat
 kabupaten dari sasaran meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi ini
 diukur dengan memberikan nilai pada masing-masing jenis informasi yang
 diberikan sebagai berikut :
 No. Jenis Informasi Bobot
 (%)
 Realisasi Nilai
 (%)
 1 Izin usaha jasa konstruksi yang terupdate secara
 berkala 35 20 % 7
 2 Data Badan usaha jasa konstruksi yang terupdate
 secara berkala 10 60 % 6
 3 Data tenaga kerja jasa konstruksi yang terupdate
 secara berkala 10 30 % 3
 4 Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah
 kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat
 bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber
 pendanaan lainnya
 10 0 0
 5 Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate
 secara berkala 10 0 0
 6 Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material
 konstruksi yang terupdate setiap 6 bulan. 15 60 % 6
 7 Profil tim pembina jasa konstruksi di kabupaten/kota 10 80 % 8
 Jumlah 100 30
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 SASARAN STRATEGIS 8 : Meningkatnya ketersediaan lampu penerangan jalan
 (LPJ) berkondisi baik
 Berdasarkan data tersebut, maka capaian kinerjanya adalah :
 Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi
 IKU Target Realisasi Capaian
 Persentase
 Peningkatan Layanan
 Jasa Konsruksi
 Tingkat Kabupaten
 30,00 %
 30,00 % 100,00 %
 Dalam upaya memberikan kenyamanan
 dan keamanan bagi pemakai jalan, selain
 kondisi infrastruktur jalan yang
 berkondisi baik diperlukan juga sarana
 pendukung berupa lampu penerangan
 jalan yang berkondisi baik. Penempatan
 atau pemasangan lampu penerangan jalan
 pada setiap ruas jalan di Kabupaten
 Badung dan pada tempat-tempat strategis
 di Kabupaten Badung akan memberikan
 nilai tambah dalam pelayanan
 infrastruktur jalan dan sektor pariwisata.
 Pencanangan Bapak Bupati Badung
 menjadikan “Badung Terang Tahun
 2021”
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 SASARAN STRATEGIS 9 : Terwujudnya tata kelola perkantoran yang efektif,
 efisien dan akuntabel
 diwujudkan dengan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas
 jalan dan tempat-tempat strategis dengan menggunakan Lampu LED, dimana
 sampai dengan tahun 2021 seluruh ruas jalan di Kabupaten Badung sudah terpasang
 sebanyak 28.130 titik lampu.
 Pemutahiran database lampu penerangan jalan di
 Kabupaten Badung sampai tahun 2017 lampu
 penerangan jalan yang sudah terpasang sebanyak
 15.005 titik lampu atau sebesar 53,34 % dengan
 penambahan di tahun 2018 sebesar 8,91 % titik lampu
 sehingga capaian di tahun 2018 sebesar 65,25 % seperti
 tabel di bawah ini.
 Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya ketersediaan lampu penerangan jalan (LPJ)
 berkondisi baik
 IKU Target Realisasi Capaian
 Persentase Pengadaan
 dan Pemasangan Lampu
 Penerangan Jalan di
 Kabupaten Badung
 69,56 %
 65,25 % 93,80 %
 Menin
 INDIKATOR : TINGKAT PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEUANGAN
 DAN PELAPORAN
 Program yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018 sesuai DPA sebanyak 10 program, 666
 kegiatan dengan tingkat penyelesaian masing-masing program seperti yang tertuang
 dalam tabel berikut :
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 Program Jumlah
 Kegiatan
 Penyelesaian Keterangan
 Kegiatan (%)
 Program Pelayanan
 Administrasi Perkantoran
 16 16 100
 Program Peningkatan Sarana
 dan Prasarana Aparatur
 20 20 100
 Program peningkatan pengembangan sistem
 pelaporan capaian kinerja dan
 keuangan
 2 2 100
 Program Pembangunan,
 Peningkatan dan Preservasi
 Jalan Jembatan
 188 186 98,94 2 kegiatan
 diluncurkan
 Penyusunan Dokumen
 Perencanaan SKPD (Renja, RKA)
 1 1 100
 Program Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi
 5 5 100
 Program Pengembangan dan
 Pengelolaan Sumber Daya Air
 176 171 97,16 5 kegiatan
 diluncurkan
 Program Penyehatan
 Lingkungan
 8 8 100
 Program Penataan Bangunan/Gedung
 318 272 85,53 46 kegiatan diluncurkan
 Program Perencanaan,
 Pemanfaatan dan Pengendalian
 Ruang
 41 41 100
 Jumlah 775 722 93,16
 Dari tabel diatas dapat disimpulan bahwa penyelesaian kegiatan sampai dengan akhir
 tahun anggaran hanya tercapai sebesar 93,16 %
 gkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan tata ruang berwawasan lingkunga
 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN
 Dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan
 Penataan Ruang Kabupaten Badung didukung oleh anggaran dari APBD Kabupaten
 Badung tahun 2018 yang dituangkan di dalam programnya seperti diraikan dalam
 tabel dibawah ini :

Page 45
                        
                        

LKjIP DPUPR Kabupaten Badung Tahun 2018 38
 No Program Anggaran
 ( Rp )
 Realisasi
 ( Rp)
 ( % )
 Sisa Anggaran
 ( Rp )
 1 Program Pelayanan Administrasi
 Perkantoran
 28.030.354.276,00
 20.016.009.718,00
 71,41
 8.014.344.558,00
 2 Program Peningkatan
 Sarana dan Prasarana
 Aparatur
 10.280.899.455,28
 5.349.204.920,00
 52,03
 4.931.694.535,28
 3 Program peningkatan
 pengembangan sistem
 pelaporan capaian kinerja dan keuang
 3.193.262.300,00
 2.084.120.500,00
 65,27
 1.109.141.800,00
 4 Program Pembangunan,Peningka
 tan dan Preservasi Jalan
 dan Jembatan
 406.463.350.032,05
 285.006.347.483,10
 70,12
 121.457.002.548,95
 5 Penyusunan Dokumen
 Perencanaan SKPD
 (Renja, RKA)
 261.520.000,00
 233.480.600,00
 89,28
 28.039.400,00
 6 Program Peningkatan
 Pelayanan Jasa Konstruksi
 592.680.450,00
 481.737.650,00
 81,28
 110.942.800,00
 7 Program Pengembangan dan
 Pengelolaan Sumber
 Daya Air
 160.813.753.107,43
 86.193.557.349,00
 53,60
 74.620.195.758,43
 8 Program Penyehatan
 Lingkungan dan
 Sanitasi
 18.073.529.396,00
 9.447.576.957,00
 52,27
 8.625.952.439,00
 9 Program Penataan
 Bangunan/Gedung
 673.529.477.098,50
 235.293.334.158,95
 34,93
 438.236.142.939,55
 10 Program
 Perencanaan,Pemanfaatan dan Pengendalian
 Ruang
 68.885.110.998,00
 45.220.748.361,65
 65,65
 23.664.362.636,35
 Jumlah 1.370.123.937.113,26
 689.326.117.697,70
 50,31
 680.797.819.415,56
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 4.1 KESIMPULAN
 KjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
 Badung tahun 2018 merupakan pertanggung jawaban atas kinerja
 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang didalamnya
 diuraikan tentang capaian indikator kinerja utama sebagaimana yang telah
 ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Mengacu
 pada 9 (sembilan) sasaran strategis yang diturunkan kedalam 11 IKU, dapat
 disimpulkan tingkat pencapaiannya sebagai berikut:
 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya
 saing pariwisata dengan Indikator Kinerja Utama ; Tingkat Konektivitas
 Pendukung Pariwisata, dengan capaian kinerja sebesar 76,25 %.
 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan
 ketahanan air, dengan Indikator Kinerja Utama ; Tingkat Dukungan Ketersediaan
 Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat, dengan capaian kinerja sebesar 100,03 %
 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur pelayanan
 publik ; dengan Indikator Kinerja Utama ; Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan
 sebesar 103,66 %,. dan Tingkat Layanan Infrastruktur Kesehatan, dengan capaian
 kinerja sebesar 102,27 %
 Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya infrastruktur dasar wilayah, dengan 2 Indikator
 Kinerja Utama ; Persentase Jalan Kabupaten berkondisi baik, sebesar 96,65 %
 dan Persentase Jaringan Irigasi berkondisi baik, dengan capaian kinerja sebesar
 99,02 %
 Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas layanan sanitasi, dengan Indikator
 Kinerja Utama, Persentase Peningkatan Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi,
 sebesar 88,71 %
 Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan tata
 ruang berwawasan lingkungan, dengan Indikator Kinerja Utama, Persentase
 terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung, sebesar 104,30 %
 L
 BAB IV
 PENUTUP

Page 47
                        
                        

LKjIP DPUPR Kabupaten Badung Tahun 2018 40
 Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi, dengan
 Indikator Kinerja Utama, Persentase Peningkatan Layanan Jasa Konsruksi Tingkat
 Kabupaten, sebesar 100,00%
 Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya ketersediaan lampu penerangan jalan (LPJ)
 berkondisi baik, dengan Indikator Kinerja Utama, Persentase Pengadaan dan
 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung, sebesar 93,80 %
 Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya tata kelola perkantoran yang efektif, efisien dan
 akuntabel, dengan Indikator Kinerja Utama, Tingkat Penyelesaian Administrasi
 Keuangan dan Pelaporan, sebesar 93,16 %
 4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
 Berdasarkan Kondisi tersebut diatas, untuk meningkatkan kinerja Dinas
 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung perlu dibuatkan strategi
 untuk peningkatan kinerja sebagai berikut :
 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi internal dan eksternal
 agar tercipta penugasan yang harmonis.
 2. Membenahi metode dan sarana pengarsipan yang memudahkan pihak
 internal dan eksternal dalam memperoleh data dan informasi.
 3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan memberikan
 pelatihan bersertifikasi.
 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
 melalui pengembangan jasa konstruksi.
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 4.3 SARAN
 Diperlukan dukungan berbagai pihak untuk ikut melakukan pengawasan
 terhadap infrastruktur yang telah dibangun.
 Diharapkan subak tetap menjaga dan meningkatkan tradisi gotong royong
 pemeliharaan saluran irigasi dan partisipasi masyarakat untuk tidak membuang
 sampah ke saluran irigasi.
 Kerjasama semua pihak dalam upaya melakukan konservasi daerah resapan dan
 sumber– sumber air.
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Badung
 Ida Bagus Surya Suamba,ST,MT. Pembina Utama Muda
 NIP. 19720916 199703 1 004
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